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YUHAN BAID.   S2116186.   THE IMPLEMENTATION OF DISTRICT HEAD REGULATION NO. 02 OF 2022 ON MOURNING FUND ASSISTANCE FOR THE POOR IN THE WELFARE DIVISION OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH GORONTALO DISTRICT

This research aims to find and describe the policy implementation of District Head Regulation No. 2 of 2022 on Mourning Fund Assistance for the Poor in the Welfare Division of the Regional Secretariat of North Gorontalo District. The research method used is qualitative with a case study approach.  The results show that: 1) The communication aspect of the Mourning Fund Assistance policy for the poor is effective. The main consideration is that it does not violate juridical and sociological rules. There are benefits obtained by the community and the legal standing has been made in the form of a District Head Regulation. However, its implementation must be done quickly by going through various procedures or existing bureaucratic mechanisms. 2) The resource aspect of the Mourning Fund Assistance policy for the poor is not optimal. The implementing resources at the village level are less responsive in facilitating the applicant community. 3) The disposition aspect of the Mourning Fund Assistance policy for the community is quite optimal. The mechanism of implementation instructions has followed the District Head Regulation Number 2 of 2022 on Mourning Fund Assistance. 4) The bureaucratic structure aspect of the Mourning Fund Assistance policy for the poor is not effective. It is because the SOP for distribution is an obstacle that the community complains about the policy of Mourning Compensation for the Poor in North Gorontalo District.

Keywords: policy, District Head regulation, mourning fund assistance





















ABSTRAK


YUHAN BAID.   S2116186.   IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 02 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPETEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan peraturan Bupati No 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin Di Bagian Kesra sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek komunikasi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan sudah cukup efektif. Pertimbangan utamanya adalah karena tidak menyalahi aturan yuridis dan sosiologis. Sebab terdapat manfaat yang didapatkan oleh masyarkat dan payung hukumnya sudah dibuatkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hanya saja didalam pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat dengan melewati berbagai prosedur atau mekanisme birokrasi yang ada; 2) Aspek sumberdaya kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan belum cukup optimal. Sebab sumber daya pelaksana ditingkat desa kurang responsif dalam memfasilitasi masyarakat pemohon bantuan; 3) Aspek disposisi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat menunjukkan sudah cukup optimal. Sebab mekanisme petunjuk pelaksanaannya sudah bersesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Santunan Dana Duka; 4) Aspek struktur birokrasi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan belum cukup efektif. Sebab SOP penyaluran menjadi kendala yang dikeluhkan masyarakat terhadap kebijakan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata kunci: kebijakan, peraturan Bupati; santunan duka
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[bookmark: _TOC_250023][bookmark: _Toc130423284]BAB I PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc130423285]Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah yang telah di atur dalam suatu amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang otonomi daerah yang membuka peluang bagi Daerah, Provinsi Kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menata daerahnya. Untuk itu suatu keberhasilan dalam otonomi daerah tergantung pada kedisiplinan, ketrampilan dan rasa tanggung jawab pemerintah pada daerahnya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah bertanggung jawab besar dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat secara merata, hal ini di barengi dengan suatu upaya pelaksanaan pelayanaan yang ada di masing-masing kantor ataupun instansi pelayanan yang berada didaerah tersebut. untuk mencapai suatu pelayanan publik yang efektif dan efesien pada masyarakat yang ada di kota ataupun yang ada di desa. Amanat pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 yaitu mengenai suatu jaminan nasional, hal ini didefinisikan bahwa jaminan sosial adalah sebagai suatu bentuk perlindungan yang menjamin semua rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Pemerintah Gorontalo Utara telah membuat program unggul pemerintah yang sudah terlaksana dan telah di atur dalam peraturan Bupati Gorontalo Utara No 3 Tahun 2021 tentang bantuan santunan duka bagi masyarakat miskin. Kemudian peraturan tersebut telah terjadi perubahan yang di atur dalam peraturan
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Bupati Gorontalo utara No 2 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 3 tahun 2021 tentang bantuan dana duka bagi masyarakat miskin. peraturan bupati No 2 tahun 2022 di dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 2, diberikan kepada anggota keluarga yang meninggal dunia yang terdaftar pada Data terpadu Kesejahteraan sosial. Di sini terdapat perubahan yang sebelunya santunan duka untuk seluruh masyarakat miskin yang ada di gorontalo utara namun saat ini bagi yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Bantuan santunan Kematian tersebut akan diberikan pada penduduk yang ada di kabupaten Gorontalo Utara yang sudah terdaftar dalam kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan santunan duka pada bagian kesejahteraan rakyat ini bersifat materi yang sejumlah RP 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang akan diberikan kepada masyrakat yang kurang mampu. Dalam pelayanan santunan duka ini setiap hari akan menerima berkas yang jumlahnya tidak menentu kadang bisa sampai sepuluh (10) untuk satu hari. Dengan itu Kasubag selaku pemeriksa berkas akan memverifikasi berkas yang di antar oleh masyarakat setelah di verifikasi akan diberikan kepada kepala bagian dalam bentuk file yang berupa nama-nama masyarakat yang meninggal dunia, setelah di verifikasi Kepala Bagian akan memberikan kepada kasubag untuk di buatkan data, data yang yang dimaksut ialah berkas permohonan masyarakat seperti (Akta Kematian, Ktp yang meninggal, Ktp Ahli Waris, dan Surat Keterangan Lainnya) untuk tahap selanjutnya file dibuat dalam bentuk jilid setelah di jilid kasubag akan memberikan kepada Bendahara keuangan bagian kesra.
2




Mekanisasi dalam pengajuan santuan kematian ini bisa dilakukan berdasarkan surat permohonan yang sudah di tandatangani oleh ahli waris penduduk yang telah meninggal kemudian ditunjukan kepada bupati Gorontalo Utara melalui bagian kesra sekertaris daerah kabupaten gorontalo utara. Dan surat permohonan tersebut bersamaan dengan persyaratan yang telah diputuskan Bupati Gorontalo Utara. Pada saat pengusulan berkas yang di ajukan pada bagian kesra sekertaris daerah kaupaten gorontalo utara dilakukan secara kolektif sesuai dalam kelengkapan berkas yang telah diajukan pada ahli waris selaku pemohon dana santunan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sampai menunggu dana santunan akan di cairkan.
Berdasarkan pengamatan awal penulis yang dilakukan di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa mekanisme pelayanan pemberian santunan belum optimal di karenakan pelyanan santunan duka ini terlalu banyak yang memasukan setiap hari untuk pelayanan santunan duka ini setiap hari memeriksa berkas yang jumlah setiap hari masyarakat mengantar berkas hampir rata-rata 10-15 orang perhari, hal ini dapat ditunjukkan oleh pencairan dana santunan kepada ahli waris seringkali mengalami keterlambatan, dimana keterlambatan ini disebabkan oleh mekanisme pengurusan berkas permohonan santunan Duka terlalu banyak persyaratannya. Dari data yang saya ambil di kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2020 dan Tahun 2021 untuk data santunan duka yang meninggal di tahun 2020 kurang lebihnya Delapan Ratus Sembilan Pulu Empat (984) orang dan untuk tahun 2021 Deapan Ratus Delapan Puluh Delapan (888) orang  Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk


mendapatkan bantuan tersebut memerlukan waktu yang lama bahkan sampai lebih dari satu bulan. Sehingga santunan duka kematian tersebut belum dapat dinikmati pada saat melakukan prosesi kematian mulai dari berlangsungnya perkabungan jenazah sampai pada acara doa arwah hari ketujuh, bahkan doa arwah hari ke- 40.
Dari permasalahan di atas maka penulis mengamati belum adanya sistem yang mampu mengatasi masalah dalam hal proses pelayanan Santunan Duka, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk dapat melakukan pengantaran berkas di Bagian Kesra. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penilitian Dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No.02 Tahun 2022 tentang Bantuan Santunan Dana Duka bagi Masyarakat Miskin Di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara “
1.2 [bookmark: _Toc130423286]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah Pada Penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Bupati No 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin Di Bagian Kesra sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara?
1.3 [bookmark: _Toc130423287]Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan peraturan Bupati No 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin Di Bagian Kesra sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
1.4 [bookmark: _Toc130423288]Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu :


1. Manfaat secara teoritis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dan dosen untuk menambah khasanah pengetahuan tentang implementasi kebijakan.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, untuk penerapan kebijakan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2022

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc130423290]2.1 Konsep Pelayanan Santunan Duka
Santunan Kematian adalah Program inovatif yang digagas Bupati Gorontalo Utara. Pemberian santunan duka sebesar 3 juta rupiah. sebagai salah satu bentuk empati Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas meninggalnya penduduk. Permohonan santunan duka hanya menyiapkan berkas untuk mencairkan anggaran santunan duka. Pelayanan santunan duka ini wajib diterima oleh masyarakat yang tertimpa musibah terutama duka.
Pelayanan masyaarakat secara umum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan masyarakat yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan masyarakat, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan masyarakat
Ruang lingkup pelayanan masyarakat meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang- undangan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab. Pembina tersebut terdiri atas
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pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat Provinsi; Bupati pada tingkat Kabupaten; dan Walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan masyrakat sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan masyrakat; dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan masyrakat di seluruh satuan kerja unit pelayanan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.
8




Dengan menerapkan standar pelayanan masyrakat dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat. sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan masyrakat adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan.
2.1 [bookmark: _Toc130423291]Konsep Implementasi Kebijakan.

Dye memberikan pengertian dasar tentang kebijakan; “Publik policy is whatever goverments choose to or not to do“ (kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dillakukan oleh pemerintah). Masih senada dengan Dye, Edwars III dan Sharkansy menemukakan bahwa, “Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan.”Sesungguhnya Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Carl Friendrich mengatakan bahwaKebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, sebaik-baik kebijakan, jika kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran kebijkan itu sendiri.Sehingga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat segera


memahami dan mencari solusi jika terjadi permasalahan dalam Implementasi sebuah kebijakan.Dengan demikian bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan di Implementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap public problems.
Dari berbagai konsepsi diatas, maka sebenarnya istilah kebijakan publik dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Kebijkan merupakan cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan; Kebijkan publik berorientasi pada pemecahan masaalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masaalah.Pada konteks ini, kebijakan publik memiliki bearagam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian.
Implemen merupakan suatu tindakan dari perencanaan yang telah disusun secara terperinci. Implementasi secara sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan ata penerapan. Usman, (2004) telah mengememukakan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas untuk saling menyesuaikan. Implementasi menurut (Wahab, 2006) adalah suatu tindakan yang akan dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah yang telah diarahkan untuk trcapainya tujuan yang digariskan pada keputusan kebujakan. Kata implementasi bermuara pada aktivitas adanya aksi atau pun tindakan serta mekanisme suatu sistem. Mekanisme dapat diartikan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi kegiatan yang direncanakan dan akan dilakukan secara


sungguh-sungguh berdasarkan acuan serta norma tertentu dalam mencapai suatu tujuan kegiatan tertentu.
Implementasi dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Hal ini dapat di artikan bahwa didalam suatu kegiatan yang dilakukan adalah implementasi yang sungguh-sungguh dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Hanifah arsono dalam bukunya yang berjudul implementasi 9 kebijakan dan politik dikemukakan bahwa “implementasi merupakan suatu proses dalam melakukam kebijakan untuk menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Pengembangan kebijakan dalam penyempurnaan suatu program”.
Implementasi kebijakan menurut Chef J.O. Udoji (1981) merupakan suatu yang sangat penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan yang sekedar impian atau yang direncanakan dan tersimpan rapi di dalam arsip kalau tidak di implementtasikan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yakni yang pertama adanya sasaran atau tujuan kebijakan, kedua, kegiatan pencapaian tujuan, dan ketiga adanya hasil kegiatan.
2.2 [bookmark: _Toc130423292]Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006) telah menjelaskan mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak yaitu :
1. Unsur pelaksanaan merupakan implementor kebijakan, hal ini telah dijelaskan oleh tachjan (2006) pelaksanaan kebijakan yang merupakan pihak-pihak yang telah menjalankan kebijakan terdiri dari penentuan sasaran organisasional dan sasaran serta perumusan. Analisis serta perumusan kebijakan dan strategi


organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Adanya Program Yang Dilaksanakan Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
3. Target Group Atau Kelompok Sasaran Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.
2.2.1 [bookmark: _Toc130423293]Model-Model Implementasi Kebiajakan

a. Model George C. Edwards III (1980)

George C. Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebiajakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
1. [bookmark: _Toc130423294]Komunikasi

Keberhsilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakuakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama


sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan mamfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media.
2. [bookmark: _Toc130423295]Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakaqn agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. [bookmark: _Toc130423296]Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebiajakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di Negara-negara Dunia ketika menunjukan bahwa tingkat komitmen dan


kejujuran aparat rendah. Berbagai kasusu korupsi yang muncul di Negara- negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. [bookmark: _Toc130423297]Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standard operatingprocedues atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
b. [bookmark: _Toc130423298]Model Warwic

Warwic engatakan bahwa terdapat beberapa faktor di dalam implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. kemampuan organisasi, pada tahap ini implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan tugas-tugas yang seharusnya seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi hal ini terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: kemampuan tekhnis, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan


meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (Standard Operating Prosedures) yakni pedoman tata aliran dalam pelaksanaan kebijakan.
b. Informasi, kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
c. Dukungan, kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
d. pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.
c. [bookmark: _Toc130423299]Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan franklin bahwa suatu keberhasilan dan implementasi kebijakan program dapat ditinjau dari tiga faktor yaitu:
a. perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari suatu kepatuhan aparatur pelaksana.
b. keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
c. implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.


Model Ripley tersebut lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni:
1. Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatu pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.
2. kelancaran dan tidak adanya persoalan para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem silver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
3. kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang tersebut optimalisasi kinerja kebaikan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu, dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.
d. [bookmark: _Toc130423300]Model Jaringan

model ini menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex of interaction processes diantara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksnakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya.


Model ini menegaskan bahwa semua aktor dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini koalisi dan kesepakatan diantara aktor yang berbeda pada sentral jaringan menjadi penentu implementasi kebijakan dan keberhasilannya.
e. [bookmark: _Toc130423301]Model Matland

Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan model matrix Ambigusitas-konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini memiliki ambigusitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan, karena walaupun ambigusitasnya rendah tingkat konflik tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambigusitas tinggi dan konflik rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambigiustias tinggi dan konflik yang tinggi.
Pada prinsipnya matrik matland memiliki empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijaka, yaitu:
1. ketetapan kebijakan

Ketetapan kebijakan ini di nilai dari

a. sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.


b. apakah kebijakan tersebut tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan
c. apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. ketetapan pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksanaan kebijakan yaiti: pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat swasta, dan implementasi kebijakan di swastakan (privatization atau contrakting out). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan misalnya:
a. kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli seperti kartu identitass penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah.
b. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakan seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung jawab eksekutif (pemerintah), bersama masyarakat.
3. Ketetapan Target

Ketetapan target berhubungan dengan tiga hal, yakni:a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang diencanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lain.
b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam


konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.
4. Ketetapan lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni:

a. lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu authotitative arrongement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai oganisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
b. Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari public opinin, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institusion yang berkenaan dengan interpretasilembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.


2.3 [bookmark: _Toc130423302]Kerangka Pikir
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)Dalam penelitian ini penulis menerapkan operasional teori tentang faktor- faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10).Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :






Gambar 2.4 Kerangka Fikir.

BAB III
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc130423304]3.1 Objek Penelitian

Fokus Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dalam pencarian data sehingga terlebih dahulu ditentukan unit analisisnya. Manfaat dari fokus analisis ini adalah pertama, penetapan unit analisis dapat membatasi studi. Kedua, penetapan unit analisis itu berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-ekslusi atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabuapaten Gorontalo Utara. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah 3 Bulan.
3.1 [bookmark: _Toc130423305]Metode Penelitian

3.1.1 [bookmark: _Toc130423306]Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus.
3.1.2 [bookmark: _Toc130423307]Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si penulisi sendiri.
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Jadi penulis merupakan key instrument dalam mengumpulkan data maka penulis terjun sendiri ke lapangan secara aktif.
Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan Implementasi Kebijakan di bagian Kesra Seketriat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Bagian Kesra, Setda Kabupaten Gorontalo Utara. 1 Orang

2. Kasubag Bina mental dan Spritual 1 Orang

3. Kasubag Kesejateraan Sosial 1 Orang

4. Kasubag Kesejateraan Masyarakat 1 Orang

5. Dan masyarakat yang pernah mengurus santuan duka 5 Orang.

3.1.3 [bookmark: _Toc130423308]Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lihat dari:
a. Faktor Komunikasi (Communication)

b. Faktor Sumber Daya (Resources)

c. Faktor Disposisi (Dispositions)

d. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

3.1.4 [bookmark: _Toc130423309]Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara serta melalui informan
22





lainnya yakni masyarkaat penerima bantuan santunan Duka. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah dikemukakan diatas.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh dari Bahagian Kesra Kabupaten Gorontalo Utara.
3.1.5 [bookmark: _Toc130423310]Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di Bahagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.
3.1.6 [bookmark: _Toc130423311]Analisis Data

Sugiyono (2011: 91) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan penulis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan- kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh penulis.


Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a) Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan infiormasi data yang diberikan; b) Mengecek kelengkapan instrument (daftar pertanyaan) sesuai dengan indikator kinerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang berikan oleh informan.
2. Penyajian Data

Dalam penyajian data penulis mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada penulis untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.
3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulan juga diversifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Telah dikemukakan tiga hal utama yang merupakan komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling
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Gambar 3.1.Model Analisis Interaktif (Interactive model of analysis) Miles dan Huberman (2007 : 20)

[bookmark: _Toc130423312]BAB IV
HASIL PENELIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc130423313]Deskripsi Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km2 (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km2. (http://gorontaloutarakab.bps.go.id/publikasi/).
Wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut: 1) Anggrek; 2) Atinggola; 3) Biau; 4) Gentuma Raya; 5)
Kwandang; 6) Monano; 7) Ponelo Kepulauan; 8) Sumalata; 9) Sumalata Timur;

10) Tolinggula, dan; 11) Tomilito.

Desa Motomingo memiliki tiga dusun dengan penduduk sebanyak 702 jiwa dengan luas wilayah 1,7 km2 dengan mata pencaharian utama penduduknya sebagai petani, berkebun, nelayan dan pegawai. Umumnya masyarakat memiliki rumah tinggal berkualitas semi permanen. Tidak banyak data dan informasi yang bisa didapatkan dalam dokumen mengenai kondisi desa Motomingo. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait kondisi desa, kemudian dilakukan observasi serta wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi desa secara umum dan melihat kondisi drainase
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rumah tinggal dan resapan air. wawancara ditujukan untuk mendapatkan gambaran proses-proses pengelolaan dan operasional pemerintahan desa.
4.2 [bookmark: _Toc130423314]Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan keadaan darurat nasional yang memerlukan tindakan segera dan strategi yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Perlu dilakukan upaya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, multisektoral dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penyelenggaraan pelayanan sosial kesejahteraan bagi masyarakat miskin, perlu adanya program kegiatan terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif , efisien, program
Melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengembangkan kebijakan tentang Santunan Dana Duka Bagi Orang Miskin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Ide ini didasarkan pada pemikiran bahwa pandemi Covid-19 mulai pulih setelah berakhir, namun masalah yang ditimbulkannya masih ada hingga saat ini. Sebab, selain berdampak pada bidang kesehatan, pandemi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, dan pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk membatasi kegiatan sosial, antara lain jam malam, mengurangi kegiatan yang menyedot banyak orang, menutup tempat wisata. , sekolah, dan pendidikan online. Masyarakat mulai membiasakan hidup di masa pandemi, sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di masa pandemi, sehingga secara
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bertahap dapat menerima berbagai perubahan yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Sektor sosial dan kesehatan sama-sama terkena dampaknya, begitu pula dengan sektor ekonomi yang juga terkena dampak serius. Pergerakan keuangan kelompok masyarakat, khususnya di Rezim Gorontalo Utara, mengalami kejatuhan yang sangat besar.
Keputusan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin dan memberikan santunan duka kepada masyarakat kurang mampu didasari oleh tekanan ekonomi yang melanda masyarakat tersebut. Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut terhadap masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan gambaran permasalahan kebijakan duka cita, peneliti melihat perspektif Edwards
III (1980) yang menekankan bahwa faktor-faktor berikut mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan: 1) aspek komunikasi, khususnya peran komunikasi antara pemimpin dan pelaksana , yang harus menyadari tanggung jawabnya dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten dan segera; 2) aspek sumber daya, khususnya ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaan kebijakan; tiga aspek disposisi seseorang Secara khusus, perlunya para pelaksana menyepakati bagaimana mengimplementasikan kebijakan; 4) segi struktur birokrasi (birokrasi struktur). Secara khusus, mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, yang merupakan bagian dari struktur organisasi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

4.2.1 [bookmark: _Toc130423315]Aspek Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk mengkoordinasi seluruh pihak terkait perkait kebijakan yang akan di terapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu kebijakan tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga implementasi kebijakan tersebut pun tidak akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rahmat Patila Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang santuan membuat Peraturan Bupati Tentang Santunan duka bagi masyarakat miskin, mengatakan bahwa:
“… Yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membuat Regulasi tentang santunan Duka bagi Keluarga Miskin ialah, meringankan beban Masyarakat miskin di Kabupatan Gorontalo Utara.” (Wawancara dengan bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan programprogram penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dalam membantu masyarakat yang dari aspek perekonomian masih jauh dari kata layak. Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian kesra sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa kebijakan santunan duka adalah untuk meringankan beban keluarga yang dilanda musibah kehilangan anggota keluarga.

Menurut Pertiwi, S. Y. (2014), Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat kurang mampu melalui berbagai kebijakan, salah satunya bantuan langsung. Hal ini sebenarnya kurang ideal, menurut beberapa pengamat kebijakan, karena hanya bisa membantu masyarakat dalam waktu singkat. Namun, pengaruh masyarakat kurang berdaya. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara signifikan dengan bantuan langsung untuk kebutuhan konsumtif. Menurut Eka Purwanti, D.W.I. (2019), kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan yang kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, dan geografi. gender dan lokasi di lingkungan. Lebih lanjut berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ardia Iloponu sebagai masyarakat umum di Kabupaten Gorontalo Utara terkait apakah mereka mengetahui kebijakan ini, mengatakan bahwa:
“… Yaa saya tahu. Mengetahui Anggaran Santunan Duka bagi Keluarga Kurang Mampu, dan imformasi ini kami dapat dari Pemerintah Desa Setempat. (Wawancara dengan masyarakat)

Menurut Ferezagia, D. V. (2018), kemiskinan kini dipandang tidak hanya sebagai hambatan ekonomi tetapi juga sebagai kegagalan untuk menegakkan hak- hak dasar seseorang dan menerima perlakuan yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat untuk diri sendiri atau orang lain. Pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara umum diakui sebagai hak dasar. Sedangkan menurut Pebratama, R., Adnan, M. F., dan Mubarak, A. (2019),

program santunan kemiskinan merupakan program jaminan hari tua jangka pendek dalam hal komunikasi. Alhasil, Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan kompensasi APBD yang bisa diperoleh dengan cepat.
Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai pedapat ahli, peneliti berkesimpulan bahwa komponen komunikasi kebijakan santunan kedukaan kepada yang kurang mampu tidak melanggar kaidah hukum dan sosiologis berdasarkan temuan wawancara dengan informan dan pendapat ahli tersebut di atas. Karena inisiatif itu diuntungkan oleh masyarakat, dan Peraturan Bupati menjadi landasan hukumnya. Persoalannya hanya perlu segera ditindak lanjuti dengan melalui sejumlah prosedur atau mekanisme birokrasi yang ada. Karena banyaknya pengaduan dari masyarakat, proses pencairan memakan waktu lama karena review dari pemerintah desa dan kecamatan sebelum disetujui oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4.2.2 [bookmark: _Toc130423316]Aspek Sumberdaya

Aspek sumberdaya penting didalam rangka memastikan bahwa tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran suatu program sudah terdistribusi kepada sumberdaya pelaksana kebijakan. Sebab kebijakan sangat terantung kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya

manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya fasilitas.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh masyarakat Bapak Salim Baid, apakah kebijakan ini dinilai efektif untuk diterapkan, mengatakan bahwa:
“Sangat efektif hanya saja kami terkendala dengan persyaratan- persyaratan yang menurut kami terlalu banyak yang harus dipenuhi. (Wawancara dengan masyarakat)

“Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,” ungkap Wahab, S.A. (2021). Kondisi atau kapasitas kerja manusia untuk menghasilkan manfaat yang diantisipasi disebut efektivitas. “Efektifitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan,” tegas Permatasari, I. A. (2020). ruang lingkup upaya program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk mencapai tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan sumber daya dan sarana atau memberikan tekanan yang berlebihan pada pelaksanaannya. Efektivitas pelaksanaan program kebijakan juga dikomentari oleh salah seorang masyarakat Bapak Aman Gobel mengatakan bahwa:
“… Kebijakannya efektif tetapi tidak semua masyarakat miskin mendapat santunan duka, hanya yang terdaftar DTKS dinas Sosial gorut saja yang terakomodir. Padahal masih banyak juga warga yang kurang mampu, tetapi tidak masuk data terpadu DTKS jadinya tidak mendapatkan bantuan. (Wawancara dengan masyarakat)

Pertanyaan yang sama juga peneliti konfirmasi pada masyarakat lainnya yakni Ibu Eva Hasan mengatakan bahwa:
“… Cukup efektif kebijakan ini, hanya saja kami sebagai masyarakat yang belum paham dengan regulasi pengurusan santunan duka ini masih membutuhkan bantuan dari pemerintah desa. (Wawancara dengan masyarakat)

Dari pernyataan tersebut, peneliti kemudian bertanya kepada salah seorang aparat desa Ibu Sri Dewitlan Papeo, terkait efektivitas sumberdaya pelaksanaan kebijakan santunan duka, yang berpendapat bahwa:
“… Kami ditingkat desa hanya menjalankan kebijakan bupati tepai dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme atau syarat untuk memverifikasi masyarkat yang bisa diajukan sebagai penerima bantuan. Syaratnya apa? Yaitu masuk di data DTKS. Nah kendala dikami adalah ada juga masyarkat yang bermohon santuan teteapi tidak ada dalam DTKS sehingga tidak bisa kami proses. Kalo dipaksakan kami yang kena. (Wawancara dengan aparat desa)

Menurut Arraniri, I., Firmansyah, H., Wiliana, E., Setyaningsih, D., Susiati, A., dan Megaster (2021), cara penyaluran bantuan dari hasil kebijakan peraturan daerah perlu konsisten dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. karena penerima manfaat tidak bertanggung jawab, melainkan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai pedapat ahli diatas Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa aspek sumber daya pelaksana program harus dilakukan secara terstruktur dan terukur berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan didukung oleh berbagai pendapat ahli yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, dampak kebijakan harus ditangani di tingkat Pemerintah Desa bukan di tingkat Pemerintah Daerah. Bahwa penilaian daerah setempat

tentang teknik pencairan yang lamban adalah kebohongan yang mereka dapatkan dari tingkat pemerintah kota, sehingga mereka mengeluh bahwa cara yang paling umum untuk mengeluarkan uang duka sangat dilebih-lebihkan.
4.2.3 [bookmark: _Toc130423317]Aspek Disposisi

Disposisi harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan terstruktur dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Implementor kebijakan dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi. Karakter jujur seorang implementorakan mengarahkan untuk tetap berada dalam koridor program yang telah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dari implementor akan menjadi pemicu semangat dan meningkatkan antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Azis Idrus Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara terkait siapa saja OPD yang terlibat dan berapa jumlah anggaran dalam kebijakan ini, mengatakan bahwa:
“… OPD yang terlibat dalam penyaluran santunan duka yakni Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Sosial, dan Dinas Keuangan. Alokasi anggaran setiap tahun sebesar Satu Milard Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah. (Wawancara dengan Bagian Kesra Setda)


Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,  Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Azis Idrus menambahkan bahwa:
“…Mekanisme penyaluran santunan duka ialah Pertama terdaftar pada DTKS Dinas Sosial, Kedua Mengurus Akta Kematian di Dinas DIKDUK Capil, Membuka Rekening Ahli Waris, kemudian membuat Permohonan Santunan Duka Di Bagian Kesra SETDA, sampai menunggu. (Wawancara dengan Bagian Kesra Setda)

Disposisi juga tentang bagaimana hierarki kebijakan sampai pada tingkat pemerintah desa. Terkait dengan hal tersebut peneliti juga mengkonfirmasi kepada Biro Kesra, yang menyatakan bahwa:
“… YA Pemerintah desa sangat dilibatkan dalam kebijakan ini, pemerintah harus jeli tentang kebutuhan masyarakat. (Wawancara dengan Bagian Kesra Setda)

Disposisi diartikan sebagai “kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud”, menurut Hayat, H., Malang, U.I., dan Income, P. (2018). Implementor tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakan kebijakan, tetapi mereka juga harus bersedia melakukannya jika ingin diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sementara itu, Suaib, H., (2022) membahas disposisi dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: 1) Pengangkatan pejabat. Jika staf yang ada tidak menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi, disposisi atau sikap pelaksana akan sangat menghambat implementasi kebijakan.

Akibatnya, individu-individu yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih khusus pada kepentingan masyarakat harus diangkat dan dipilih sebagai pelaksana kebijakan. 2) Menggunakan insentif untuk memanipulasi insentif adalah salah satu metode yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan. Tindakan para pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh insentif yang dimanipulasi oleh pembuat kebijakan, yang pada hakekatnya bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri. Dengan menambahkan keuntungan atau biaya tertentu, itu bisa menjadi faktor pendorong yang membuat agen melakukan pesanan dengan benar. Dalam upaya memenuhi tujuan pribadi atau organisasi, hal ini dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai pedapat ahli diatas Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa aspek disposisi kebijakan bantuan santunan duka cita sudah sesuai dengan mekanisme yang ada berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pendapat ahli tersebut di atas. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat mengikuti petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Santunan Dana Duka.
4.2.4 [bookmark: _Toc130423318]Aspek Struktur Birokrasi

Stukutur organisasi dapat dilihat dari kemampuan untuk menjalankan kebijakan Peraturan Bupati serta mengawal kebijakan itu sampai tersalurkannya Bantuan Santunan Duka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rahmat Patila Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Terkait dengan hierarki penentuan masyarakat yang layak menerima bantuan, mengatakan bahwa:

“… Yaa memang santunan duka ialah mereka yang terdaftar di data DTKS Dinas sosial. Dan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan DTKS itu adalah data dari Pemerintah masing-masing desa.. (Wawancara dengan Bagian Kesra Setda)

Stuktur birokrasi dalam dinilai dari kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Terkait dengan kendala apa saja yang ditemukan dilapangan terkait kebijakan ini, biro kesra menambahkan bahwa:
“… Yaa tentunya tidak ada kendala yang dihadapi pemerintah dilapangan hanya saja keterlambatannya masyarakt membuat permohonan, dimana didalam Perbup telah diatur hanya sampai 60 Hari, apabila tidak melakukan permohonan dalam jangka waktu 60 Hari maka pemerinah daerah dalam hal ini kesra tidak dapat memproses ajuan yang dilakukan masyarkat. (Wawancara dengan Bagian Kesra Setda)

Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bagian Kesejahteraan bahwa keselarasan antara program kebijakan dengan SOP atau mekanisme yang dilaksanakan merupakan inti dari struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. karena struktur organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan itu diwujudkan. Prosedur operasi standar (SOP) adalah komponen struktural penting dari setiap organisasi. SOP setiap pelaksana menjadi panduan untuk tindakan mereka. Red tape berupa prosedur birokrasi yang berbelit dan berbelit-belit akan dihasilkan dari struktur organisasi yang terlalu panjang dan cenderung melemahkan pengawasan. Akibatnya kegiatan organisasi menjadi kaku.

Setelah mengamati birokrasi pada tahun, Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi di Hayat, H., Malang, U.I., dan Income, P. (2018): 1) Tujuan birokrasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik (public affair). 2) Birokrasi yang memiliki kepentingan tersendiri dalam setiap hirarkinya merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik. 3) Birokrasi memiliki berbagai tujuan. 4) Lingkungan di mana fungsi- fungsi birokrasi beroperasi sangat kompleks dan luas. 5) Karena birokrat jarang ditemukan tewas, mereka memiliki insting bertahan hidup yang kuat. 6) Orang luar tidak memiliki kontrol penuh atas birokrasi, yang bukan kekuatan netral. Dalam Widodo (2010: Edward III), terlepas dari fakta bahwa ada sumber daya yang cukup untuk implementasi kebijakan dan mereka yang akan melaksanakannya tahu apa yang perlu dilakukan dan ingin dilakukan, 106) menyatakan bahwa "inefisiensi masih dapat mencegah implementasi kebijakan dari menjadi efektif." struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini sebagaimana dijelaskan oleh Edward III dalam Widodo (2010: 106) meliputi hal-hal seperti hubungan unit organisasi, struktur kewenangan, dan struktur birokrasi. Dalam Winarno (2005:150), Edwards III mengatakan terdapat dua ciri utama birokrasi: “ Fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) “Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pengembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan akan keseragaman dalam suatu organisasi kerja yang kompleks dan luas” adalah apa yang dikatakan Suaib (2022) tentang prosedur operasi standar. Menurut Edward III dalam Suaib (2022), Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sejauh mana standar operasinya jelas, serta pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di

antara para aktor dan hubungan yang sumbang itu. ada di antara organisasi pelaksana.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan dan didukung oleh berbagai pendapat ahli diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk itu yang perlu dioptimalkan adalah mekanisme kontrol pada masing-masing tahapan administrative yang dipersyaratkan kepada masyarkat pemohon bantuan. Sebab semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin.

[bookmark: _Toc130423319]BAB V PENUTUP
5.1 [bookmark: _Toc130423320]Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Aspek komunikasi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan sudah cukup efektif. Pertimbangan utamanya adalah karena tidak menyalahi aturan yuridis dan sosiologis. Sebab terdapat manfaat yang didapatkan oleh masyarkat dan payung hukumnya sudah dibuatkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hanya saja didalam pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat dengan melewati berbagai prosedur atau mekanisme birokrasi yang ada.
2. Aspek sumberdaya kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan belum cukup optimal. Sebab sumber daya pelaksana ditingkat desa kurang responsif dalam memfasilitasi masyarakat pemohon bantuan.
3. Aspek disposisi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat menunjukkan sudah cukup optimal. Sebab mekanisme petunjuk pelaksanaannya sudah bersesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Santunan Dana Duka.
4. Aspek struktur birokrasi kebijakan Bantuan Santuan Duka Bagi masyarakat miskin menunjukkan belum cukup efektif. Sebab SOP penyaluran menjadi kendala yang  dikeluhkan masyarakat terhadap
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kebijakan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gorontalo Utara.
 5.   Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2022 Tentang bantuan santunan Dana Duka bagi masyarakat masyarakat miskin di Bagian kesra sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari aspek komunikasi sudah cukup efektif, efektif dari aspek sumberdaya  belum cukup optimal aspek disposisi sudah cukup optimal, dan dari aspek distributor birokrasi belum cukup optimal.
5.2 [bookmark: _Toc130423321]Saran

Berorientasi pada simpulan diatas, maka yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. Disarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk selalu memantau Pemerintah Desa dalam mempercepat proses penyelesaian administratif. Disarankan agar pelaksana program harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan terstruktur dan terukur. Artinya konsekuensi dari kebijakan harus terproses dari tingkat Pemerintah Daerah sampai ditingkat Pemeirntah Desa. Bahwa penilaian masyarakat tentang lambannya prosedur penyaluran merupakan miss informasi yang mereka dapatkan dari tingkat pemerintah desa 
2. [bookmark: _Toc130423322]Disarankan agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk mengoptimalkan mekanisme kontrol pada masing-masing tahapan administrative yang dipersyaratkan kepada masyarkat pemohon bantuan. Sebab semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin.
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